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 Abstract: The aim of this research is to provide an understanding 
of the fair distribution of inheritance in cases of contesting 
inheritance rights using several types of settlement methods. To 
give people an understanding that the position of a will is very 
important in Indonesia and even if it is not carried out according 
to existing procedures then the will is not legally valid. This type 
of research is normative-empirical legal research. According to 
Abdulkadir Muhammad, what is meant by normative-empirical 
legal research (applied law research) is research that uses 
normative-empirical legal case studies in the form of legal 
behavioral products. The results of the research obtained 
regarding the granting of wills that did not comply with 
procedures were that there were conflicting norms due to the 
public's lack of understanding of the regulations for granting 
valid wills. In conclusion, the legal status of wills will be very 
well maintained if the community is able to apply the legal 
procedures that the law has established because everything we 
do will definitely be directly related to the law, as we know as 
citizens of Indonesia, we are a country that upholds the law. 
justice for human rights, in its application laws are made to 
provide legal certainty to the community, it only remains for the 
community itself to be able to implement it or not, because if seen 
from a civil law perspective, everything that is done by humans 
is not in accordance with the law. existing then the act can be 
null and void by law. 
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ABSTRAK  

Tujuan kegiatan ini adalah Untuk memberi pemahaman tentang pembagian warisan yang adil dalam perkara 
perebutan hak waris dengan menggunakan beberapa macam metode penyelesaian. Untuk memberikan 
pemahaman kepada manusia bahwa kedudukan surat wasiat sangat penting di Indonesia dan bahkan jika tidak di 
laksanakan sesuai prosedur yang ada maka surat wasiat tersebut tidak sah secara hukum. jenis penelitian ini adalah 
penelitian hukum normative-empiris. Menurut abdulkadir Muhammad yang dimaksud sebagai penelitian hukum 
normative- empiris (applied law research) merupakan penelitian yang menggunakan studi kasus hukum 
normative-empiris berupa produk perilaku hukum. Hasil penelitian yang diperoleh terhadap pemberian wasiat 
yang belum sesuai prosedur adalah terjadinya pertentangan norma karena faktor ketidak pahaman masyarakat 
terhadap peraturan pemberian wasiat yang sah. Kesimpulan kedudukan hukum terhadap surat wasiat akan sangat 
terjaga ketetapan hukumnya jika Masyarakat mampu menerapkan prosedur hukum yang undang undang telah 
tetapkan karena segala sesuatu yang kita lakukan pasti akan berhubungan langsung dengan hukum, seperti yang 
kita ketahui sebagai warga negara Indonesia kita adalah negara hukum yang memegang teguh keadilan atas hak 
asasi manusia, dalam penerapannya undang undang dibuat memang untuk memberikan kepastian hukum kepada 
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Masyarakat hanya tinggal dikembalikan kepada Masyarakat itu sendiri mampu untuk menerapkannya atau tidak, 
karena jika dilihat dari ssudut pandang hukum perdata segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia namun tidak 
sesuai dengan hukum yang ada maka perbuatan tersebut bisa batal demi hukum. 

Kata Kunci : wasiat, pemberian wasiat yang belum sesuai prosedur, kompilasi hukum islam  
 

PENDAHULUAN 
 

Pada penelitian kali ini calon penulis mencoba menguraikan tentang kedudukan surat 

wasiat sebagai salah satu aturan pembagian warisan di Indonesia akan tetapi masih banyak 

yang tidak paham dan mengabaikan hal tersebut sesuai hukumnya, padahal jika berbicara soal 

hukum, wasiat memiliki kekuatan hukum yang sangat kuat dan menjadi bukti otentik.  

Pembagian warisan di daerah kabupaten gorontalo utara terbagi beberapa macam di tiap 

kecamatan seperti adat   Kabupaten   Gorontalo   Utara   diantaranya   wilayah   Sumalata 

menemukan   bahwa   pada   umumnya   masyarakat   yang   ada   di   daerah tersebut cenderung 

menggunakan alur garis keturuna Patrilineal atau garis keturunan   bapak,   sehinga   nantinya   

penerapan sistemwarisan di masyarakat  tersebut  cenderung  menggunakan sistempembagian  

warisan adat  dengan  jenis  Patrilineal. 

  Sementara  itu  untuk  masyarakat  wilayah Kwandang  pembagian  warisan  mulai  

ada  kecenderungan  menerapkan garis  keturunan  bilateral  yang  disebakan  adanya  

perkawina  beda  suku  di daerah  tersebut,  menggunakan  sistematika  pembagian  dengan  

adanya penerapan sistem kekeluargan  tersebut  membuktikan  adanya  penggunaan salah satu 

sistem pembagian warisan, sementara itu meski mengutamakan anak  laki-laki  dalam  

menerima  warisan  yang  lebih  besar  namun  tidak menutup kemungkinan anak perempuan 

untuk mendapatkan warisan yang sama  besarnya  ataupun  bahkan  lebih  besar  dari anak  

laki-laki  dengan ketentuan-ketentuan adat yang telah disepakati oleh keluarga ahli waris. 

Dalam sistem pembagian di daerah kwandang banyak yang melakukan pembagian 

warisan melalui argument yang berbentuk wasiat kepada ahli waris lainnya, seperti di desa 

posso. Karena di desa posso hampir seluruh masyarakatnya melakukan pembagian warisan 

melalui argument saja. Peraturan dan regulasi yang ada di undang undang masih belum 

tersentuh di masyarakat desa posso, maka calon penulis akan melakukan penelitian di desa 

tersebut bagaimana kedudukan hukum pemberian wasiat di desa ini dengan menggunakan teori 

efektivitas hukum dan teori budaya hukum. 

Perkara surat wasiat yang tidak sesuai prosedur di kabupaten gorontalo utara tepatnya 

di desa posso berawal dari ahli waris yang mewasiatkan seluruh tanah miliknya kepada 

anaknya yang paling bungsu dengan alasan karena anaknya telah menemani dan mengurusnya 
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dalam masa tua, selain itu anaknya yang bungsu juga sudah mengurus tanah itu dari semenjak 

tahun 1998. 

Ketika kedua anaknya yang lain setelah menikah langsung memiliki kehidupan yang 

baru, beda halnya dengan anak bungsu ketika sudah menikah tetap tinggal bersama ayahnya 

karena ibunya telah meninggal dunia dan ia khawatir tidak akan ada yang mengurus ayahnya 

nanti.  

Perebutan tanah ini terjadi antara anak sulung dan anak bungsu, anak sulung merasa 

bahwa dirinya mempunyai hak dalam warisan tersebut yang berhak karena ia adalah anak 

kandung dari sang pewaris dan anak tertua, argumentasi itu ia landaskan bahwa ia mengetahui 

peraturan untuk pembagian warisan harus di bagi sama rata beda halnya dengan yang sulung 

ia berlandaskan argumentasinya menggunakan wasiat yang di sampaikan langsung oleh ayah 

mereka 

Akan tetapi wasiat ini tidak disampaikan secara tertulis atau tidak sah hanya 

disampaikan melalui argumentasi, inilah yang menjadi penyebab perebutan hak atas tanah, 

Kasus ini terjadi pada tahun 2002 dan sampai sekarang tidak pernah melaksanakan 

penyelesaian kasus ke pengadilan dan sampai sekarang wasiat tersebut tidak memiliki kekuatan 

hukum. 

Di desa posso kecamatan kwandang kabupaten gorontalo utara hal paling berharga di 

desa tersebut adalah tanah, bangunan dan pohon kelapa, Kasus yang sama pernah terjadi juga 

pada tahun 2019 kemarin tentang pembagian pohon kelapa pada para ahli waris dengan hanya 

menggunakan argument saja tanpa menulis surat wasiat dan tanpa menghadiri saksi serta 

notrais dan hanya di hadiri oleh seluruh ahli waris 

Kesepakatan yang ada bahwa setiap pohon kelapa yang 5 pohon itu berbuah hasilnya 

di kasih bergiliran kepada setiap saudara sesuai dari yang tua sampai saudara yang ke 8, itu 

berarti dari panen pertama sampai panen ke 8 setiap panen setiap saudara akan mendapatkan 

bagiannya dari hasil yang 5 pohon tersebut dan mereka semua setuju. 

Pewaris memberi kesepakatan ini tanpa menulis surat wasiat dan tanpa menghadiri 2 

orang saksi serta notaris, dan para ahli waris pun tidak menerima bukti hukum yang kuat dan 

menjadi landasan mereka menerima kesepakatan tersebut. Akan sangat memungkinkan akan 

terjadinya sengketa dalam kasus ini. 

Bahkan sempat di wawancarai ternyata pada tahun 2020 kesepakatan tersebut tidak lagi 

berlaku, yang sering mendapatkan hasil panen hanya 3 orang dari ahli waris yang ada yaitu 

anak ke 3, ke 5 dan ke 6. Karena ke tiga saudara itu yang memiliki rumah berdekatan langsung 
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dengan pohon kelapa tersebut, saudara lainnya tinggal di beberapa kecamatan yang ada di 

gorontalo utara 

Pada tahun 2020 tersebut terjadi perdebatan atas hak yang sesuai kesepakatan 

sebelumnya kenapa sudah tidak sesuai lagi. Alasannya karena saudara saudara yang lainnya 

berada jauh dari pohon kelapa ini jadi mereka berfikir bahwa selama ini mereka yang mengurus 

pohon kelapa itu jadi mereka yang berhak atas hasil panen tersebut 

Terjadilah sengketa antar saudara yang mengakibatkan permusuhan tanpa adanya 

mediasi yang pasti. Karena tidak memiliki bukti yang kuat maka kasus ini sangat susah untuk 

diadili ke pengadilan. Hal seperti ini terjadi karena hanya melalui argument tanpa wasiat dan 

bukti otentik bahkan tanpa saksi. Inilah yang menjadi pertentangan hukum di dalamnya karena 

tidak memiliki bukti yang kuat untuk pegangan suatu hari nanti dan menjadi bukti di 

pengadilan jika terjadinya sengketa di kemudian hari 

Undang undang kompilasi hukum islam pasal 195 ayat (1) KHI berbunyi “wasiat 

dilakukan secara secara lisan di hadapan dua orang saksi, atau tertulis dihadapan dua orang 

saksi, atau dihadapan notaris” sangat berbanding terbalik dengan kenyataan yang ada undang 

undang kompilasi hukum islam pasal 195 ayat (1) masih belum relevan di lapangan. Seperti 

yang terjadi di desa posso, kecamatan kwandang, kabupaten gorontalo utara, penulis pernah 

mewawancarai beberapa masyarakat yang mendapatkan pembagian harta dari orang tua 

mereka, dengan pertanyaan yang spesifik tentang surat wasiat.  

Pada pertanyaan yang penulis lontarkan mereka menjawab bahwa pembagian harta 

yang biasa terjadi di lingkungan mereka yaitu pembagian harta melalui argument atau lisan 

dari ahli waris dan bahkan mereka tidak mengetahui bagaimana pentingnya surat wasiat 

sebagai bukti otentik yang sempurna yang memiliki aturan dan pasal dalam undang undang di 

Indonesia.  

Bukan hanya itu masyarakat pun berpikir bahwa surat wasiat berlaku hanya untuk orang 

orang kaya bukan untuk orang orang desa seperti mereka. Bahkan bentuk atau isi surat wasiat 

saja banyak masyarakat tidak mengetahuinya, mereka pernah melihat surat wasiat hanya di 

sinetron sinteron yang pernah mereka tonton. 

Terlepas dari itu, kedudukan surat wasiat di Indonesia masih banyak yang belum 

mengetahuinya. Banyaknya ketidak tahuan masyarakat mengenai surat wasiat maka timbul lah 

permasalahan atau sengketa terhadap itu. Bahkan jika mereka tahu tentang kedudukan dan 

pentingnya surat wasiat akan dapat meminimalisisr sengketa yang akan terjadi di kemudian 

hari. Seperti yang terjadi desa posso tempat calon peneliti melakukan penelitian. Wasiat 
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menjadi sengketa karena tidak memiliki kekuatan hukum dan pihak lain merasa ada hak 

terhadap tanah itu. 

Pada regulasi yang ada, Kitab Undang Undang Hukum Perdata menyebutkan apabila 

wasiat di buat dengan di bawah tangan berdasarkan pasal 932 “wasiat harus di tulis sendiri 

dan ditandatangani oleh pewaris sendiri (olografis ataupun wasiat rahasia) surat wasiat yang 

demikian harus diserahkan kepada notaris yang kemudian berakibat memiliki kekuatan hukum 

yang sama dengan surat wasiat yang dibuat dengan akta umum” 

Sedangkan pada regulasi hukum positif islam menjelaskan pada pasal 195 ayat (1) 

Kompilasi Hukum Islam wasiat sah jika “wasiat dilakukan secara lisan di haapan dua orang 

saksi, atau tertulis di hadapan dua orang saksi, atau dihadapan notaris” 

Regulasi regulasi yang sudah jelas di sebutkan di atas adalah regulasi yang mengatur 

tentang wasiat, dengan peraturan bahwa wasiat di nyatakan sah harus bisa memenuhi berbagai 

syarat dan ketentuan yang telah di atur sesuai prosedur. Maka calon peneliti ingin mengangkat 

kasus ini sebagai bahan penelitian dengan menggunakan pendekatan penelitian normative 

empiris di mana data data yang di kumpulakn melalui pendekatan empiris akan di uji 

prosedurnya menggunakan undang undang dan regulasi yang ada. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 
Pengertian Analisis Hukum 

      Analisis adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian 

mengelompokkan atau memisahkan komponen komponen serta bagian bagian yang relevan 

untuk kemudian mengaitkan data yang di himpun untuk menjawab persoalan. Analisis 

merupakan usaha untuk menggambarkan pola pola secara konsisten dalam data sehingga hasil 

analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti 

Tinjauan Umum Tentang Pemberian Wasiat 

Pemberian adalah Kegiatan saling memberi atau benda pemberian diartikan oleh beberapa 

masyarakat tidak hanya sekadar memberikan atau menerima suatu benda kepada dan dari orang 

lain, namun kegiatan itu memiliki makna mendalam. Sedangkan wasiat adalah menurut 

Kompilasi Hukum Islam ialah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau 

lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia 
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Dalam istilah hukum islam, wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain, baik 

berupa barang, piutang maupun manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat sesudah 

orang yang berwasiat mati.  

METODE KEGIATAN 

Kegiatan ini adalah untuk memberi pemahaman tentang pembagian warisan yang adil 

dalam perkara perebutan hak waris dengan menggunakan beberapa macam metode 

penyelesaian. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normative-empiris. Menurut 

abdulkadir Muhammad yang dimaksud sebagai penelitian hukum normative- empiris (applied 

law research) merupakan penelitian yang menggunakan studi kasus hukum normative-empiris 

berupa produk perilaku hukum.Penelitian hukum normative-empiris (terapan) bermula dari 

ketentuan hukum positif tertulis yang diberlakukan pada peristiwa hukum in concreto dalam 

masyarakat, sehingga dalam penelitiannya selalu terdapat gabungan dua kajian yaitu:1)tahapan 

pertama adalah kajian mengenai hukum normative yang berlaku;2)tahapan kedua adalah 

penerapan pada peristiwa in concreto guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penerapan 

tersebut dapat di wujudkan melalui perbuatan nyata dan dokumen hukum. Hasil penerapan 

akan menciptakan pemahaman realisasi pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum normative 

yang di kaji telah dijalankan secara patut atau tidak. Penggunaan kedua tahapan tersebut 

membutuhkan data sekunder dan data primer.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bagaimana analisis kedudukan hukum terhadap pemberian wasiat yang belum sesuai 
prosedur di tinjau dari pasal 195 ayat (1) kompilasi hukum islam di desa posso 

Di desa posso, kecamatan kwandang, kabupaten Gorontalo utara sendiri pemberian 

wasiat sejak tahun 2010 menurut perangkat desa hanya melalui musyawarah yang di hadiri 

langsung oleh keluarga dan perangkat desa dan memiliki saksi tanpa ada tanda pengesahan dari 

pejabat notaris, menurut pengurus desa wasiat tanpa surat akan tetapi memiliki saksi adalah 

wasiat yang sah karena memiliki bukti yang kuat yaitu saksi, “saksi yang berbicara” dalam 

pembuktian yang bersifat seperti ini Masyarakat dengan kalangan kecil hanya mengetahui 

keabsahan pembuktian wasiat hanya sampai pada perangkat desa saja prosedurnya, karena 

sejak terbentuknya undang undang tentang wasiat maka prosedur yang seharusnya sudah bisa 

di terapkan kepada seluruh lapisan Masyarakat. 

Surat wasiat yang di sahkan oleh notaris menjadi akta wasiat yang memiliki bukti 

otentik dan mempunyai kekuatan hukum, dengan demikian surat wasiat dapat menghindari 

terjadinya konflik akibat dari harta peninggalan terhadap ahli waris. Hal hal yang mendorong 
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seseorang membuat surat wasiat terhadap harta peninggalannya yaitu untuk menghindari 

konflik antara para ahli waris di kemudian hari dan adanya kehendak untuk memberikan atau 

menghibahkan harta peninggalan kepada seseorang atau Lembaga tertentu agar lebih 

bermanfaat. 

Pada tahun 2002 ada Masyarakat di desa posso masih yang memberikan wasiat hanya 

dari argumennya tanpa ada saksi langsung, hal itu di laksanakan langsung oleh ayah dari bapak 

suri salapu yang memberikan wasiatnya kepada anak paling bungsu pada saat ia terbaring sakit 

dan lemah di rumahnya, ia mengatakan bahwa ia akan memberikan sebidang tanah yang 

dikelola langsung oleh anaknya tersebut untuk di wasiatkan kepada anaknya, hal ini terjadi 

hanya diantara mereka berdua tanpa dihadiri langsung oleh saksi atau sanak saudara lainnya. 

Ia memberikan wasiat tersebut karena anaknya yang paling bungsu telah merawatnya dan 

mengurus tanah tersebut sampai bahkan setelah anaknya tersebut menikah, jadi ia mewasiatkan 

sebidang tanah itu kepada anaknya yang paling bungsu. 

Setelah di wawancarai pihaknya mengatakan bahwa ia menerima wasiat tersebut atas 

perintah dari sang ayah bahkan semata mata ia menerima wasiat itu bukan untuk menjadi 

hartanya sendiri namun ia mendapatkan Amanah dari sang ayah untuk mengelolah tanah 

tersebut dan melindungi aset tersebut dari oknum oknum yang tidak bertanggung jawab. Ia 

juga mengatakan bahwa sempat ada konflik keluarga perihal wasiat ini, Dimana ia 

mendapatkan harta hampir sepenuhnya namun saudara yang lain tidak mendapatkan apapun, 

namun di bantah langsung olehnya bahwa ayah mereka memberikan wasiat ini kepadanya 

karena dirinya yang membantu dan mengurus sang ayah beserta tanah tersebut sehingga 

mendapatkan hasil panen yang melimpah, lagi pula hasil panen dari tanah tersebut dibahagi 

juga dengan ayahnya dan meringankan beberapa hutang yang di miliki ayah mereka, jadi jika 

mengatakan bahwa ayah mereka mewasiatkan itu harta tersebut kepada dirinya hanya semata 

mata ingin menguasai harta, mereka keliru ia menerima wasiat tersebut semata mata ingin 

membantu meringankan beban ayahnya yang sedang sakit dan susah untuk mencari nafkah 

lagi. 

Kasus yang sama terjadi pada tahun 2020 dimana pembahagian kelapa yang 

dilaksanakan oleh keluarga yang berada di Masyarakat desa posso, kecamatan kwandang, 

kabupaten Gorontalo utara. Hal ini bermula Ketika pada saat itu hapsah tama ibunda dari anak 

delapan bersaudara ia mewasiatkan kelapa yang berada di kebunnya kepada delapan anak 

tersebut untuk di bagi sama rata dan adil, dengan pembahagian yang di sepakati dan dihadiri 

oleh delapan bersaudara, mereka sepakat bahwa setiap panen hasil dari kelapa tersebut di 

berikan kepada anak pertama sampai panen ke delapan di berikan hasilnya kepada anak yang 
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paling terakhir, jadi setiap panen setiap anak akan mendapatkan bagiannya. Mereka semua 

setuju namun pada saat itu mereka tidak membuat surat kesepakatan atau biasa di sebut surat 

wasiat dengan pembahagian yang di maksud, mereka hanya setuju saja dan menerima 

kesepakatan tersebut. Pada saat panen pertama kali anak pertama sudah mendapatkan 

bagiannya. Namun karena musim panen kelapa selama setahun hanya terjadi 3 kali dan saudara 

lainnya tinggal di luar kabupaten dan tidak menetap di desa tempat Perkebunan kelapa tersebut, 

ditambah lagi ibunda dari mereka hapsah tama telah meninggal pada bulan juni 2021 jadinya 

kesepakatan itu tidak berjalan sebagaimana yang telah di sepakati, yang menerima hasil panen 

hanya saudara yang berada di desa tersebut dengan alasan merekalah yang mengurus 

Perkebunan kelapa itu jadi mereka yang lebih berhak mendapatkan hasil panen, 3 orang 

saudara yang selalu mengurus Perkebunan kelapa itu dan 5 saudara lainnya berada diluar kota. 

Setelah diwawancarai dari pihak yang menerima hasil panen tersebut yaitu bahwa 

mereka melihat kondisi yang ada, Dimana mereka yang selalu mengurus Perkebunan kelapa 

tersebut jadi merekalah yang paling berhak menerima hasil panennya, karena biaya untuk 

mengurus Perkebunan kelapa bukanlah biaya yang sedikit, saudara yang lain juga sibuk di luar 

kabupaten dan tidak sempat mengurus Perkebunan ini. Jadi supaya Perkebunan kelapa ini tidak 

terbengkalai sia sia jadi mereka yang mengambil alih untuk merawatnya, sebagai bayarannya 

pihak yang merawat Perkebunan tersebut yang akan mendapatkan hasil panen. 

Hal ini Kembali mengacu pada norma norma hukum yang berlaku, undang undang 

kompilasi hukum islam mengatur peraturan wasiat dengan sangat teliti dan adil untuk 

memberikan kepastian hukum kepada Masyarakat serta memberikan kenyamanan atas 

perlindungan hukum kepada Masyarakat. Norma kebiasaan Masyarakat dari turun temurun 

sangatlah berpengaruh terhadap tingkah laku Masyarakat, seperti yang kita lihat kasus di atas 

menggambarkan bahwa kebiasaan Masyarakat dalam memberi wasiat masih kental dari turun 

temurun sehingga bisa kita gambarkan bahwa di desa posso masih banyak Masyarakat yang 

menggunakan norma kebiasaan untuk memberikan wasiat kepada seseorang. 

Secara lazim norma kebiasaan “folkways” diartikan sebagai norma atau kaidah yang 

berasal dari tradisi atau adat kebiasaan turun temurun dari suatu Masyarakat. Kebiasaan yang 

dilakukan dimaknai sebagai Tindakan berulang, karena pada dasarnya hal itu dilakukan karena 

memiliki tujuan yang baik. 

Sejalan dengan pembahasan dalam skripsi ini mengenai pemberian wasiat yang belum 

sesuai prosedur, maka calon penulis menemukan suatu permasalahan yang terdapat pada 

putusan nomor: 196/pdt.G/2016/PA Tkl. 
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Pertimbangan hakim pada pengadilan agama takalar pada putusan nomor: 

196/pdt.G/2016/PA Tkl. Menyatakan bahwa wasiat yang dibuat harus jelas diberikan kepada 

siapa dan lembaga apa saja hal ini sejalan dengan pasal 196 kompilasi hukum islam yang 

berbunyi dalam wasiat baik secara tertulis maupun lisan harus disebutkan dengan jelas dan 

tegas siapa siapa atau lembaga apa yang ditunjuk akan menerima harta benda yang diwasiatkan.  

Berdasarkan pasal 195 ayat (1) wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, 

atau tertulis dihadapan dua orang saksi, atau diahdapan notaris. Ayat (2) wasiat hanya 

diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli 

waris menyetujui, ayat (3) wasiat kepada ahli waris berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris, 

ayat (4) pernyataan persetujuan pada ayat 2 dan 3 pasal ini dibuat secara lisan dihadapan dua 

orang saksi atau tertulis di hadapan dua orang saksi di hadapan notaris. 

Pertimbangan hakim dalam persidangan tersebut, majelis hakim menarik kesimpulan 

bahwa pewasiat yang mengucapkan kalimat wasiat dengan menyatakan pemberian benda 

wasiat/objek wasiat yang merupakan obyek sengketa, di dengarkan oleh 2 orang saksi namun 

sepanjang mengenai subjek penerima wasiat, tidak disebutkan dengan tegas siapa yang menjadi 

subyek penerima wasiat tersebut.  

Berdasarkan fakta dalam persidangan, telah terbukti adanya shighatllafadz/kalimat 

wasiat yang telah diucapkan oleh pewasiat pada saat masih hidup yaitu: “barang siapa anak 

saya yang merawat dan membiayai serta tinggal serumah dengan ibunya higga yang 

bersangkutan meninggal dunia maka kelak dialah berhak atas tanah sawah yang terletak di 

lingkungan tamalate, kelurahan mangadu, kecamatan manggara kab. Takalar dengan gelar 

lompok kalumpang” 

Pertimbangan majelis hakim bahwa dalam hukum islam syarat-syarat wasiat mengikuti 

rukun-rukunnya. Apabila salah satu rukun wasiat tidak dapat dipenuhi maka wasiat tidak akan 

bisa dilaksanakan, begitupula apabila salah satu dari syarat wasiat tersebut tidak terpenuhi 

maka wasiat bisa dinyatakan tidak sah, oleh karena itu majelis hakim berpendapat pelaksanaan 

wasiat dianggap benar apabila memenuhi seluruh rukun dan syarat wasiat tersebut. Maka dari 

itu pengadilan memutuskan bahwa wasiat tersebut tidak sah karena tidak memenuhi semua 

syarat syarat yang ada pada hukum islam. 

Dalam kasus tersebut pemberian wasiat yang diberikan adalah lisan namun tidak 

diucapkan secara tegas siapa penerimanya, kemudian setelah pewasiat meninggal dan yang 

diberikan amanah tentang tanah tersebut ingin mengambil hak-nya yang ada pada tergugat 

karena sertifikat tanah tersebut ada pada tergugat. Namun ternyata setelah penggugat ingin 

mengambil sertifikat tersebut selaku tergugat memberikan pernyataan bahwa penggugat tidak 
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memiliki bukti kuat terkait kepemilikan objek tersebut karena alasan alasan yang telah di 

ucapkan tergugat pada pembacaan duplik di pengadilan. 

Selanjutnya sesuai dengan pertimbangan hakim bahwa wasiat lisan yang diucapkan 

oleh pewasiat tidak jelas dan abstrak arah wasiat itu kemana dan tidak tegas diberikan kepada 

siapa sesuai dengan pasal 196 kompilasi hukum islam dan wasiat yang diucapkan pewasiat 

tersebut tidak diakui oleh ahli waris lainnya yang dimana sesuai pada pasal 195 ayat (3) yang 

dimana wasiat kepada ahli waris berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris, maka pengadilan 

agama menolak gugatan penggugat dengan dalil dalil bahwa pemberian wasiat tersebut tidak 

sesuai prosedur dan tidak di akui oleh ahli waris. 

Dalam pertimbangan hakim tersebut bisa di ambil kesimpulan bahwa wasiat yang tidak 

sesuai dengan syarat syarat yang ada maka di nyatakan bahwa wasiat tersebut tidak sah, kasus 

yang calon penulis teliti adalah kasus wasiat yang belum sesuai prosedur karena pemberian 

wasiat secara lisan dan tidak ada-nya saksi dan tidak diketahui oleh ahli waris lain dan ada pula 

kasus yang penulis teliti tentang pemberian wasiat secara lisan yang di hadiri seluruh ahli waris 

tapi tidak ada saksi namun setelah pewasiat meninggal ternyata wasiat tersebut tidak dijalankan 

sesuai dengan apa yang sudah dikatakan oleh pewasiat. 

Maka dari itu pertimbangan hakim di kasus putusan nomor: 196/Pdt.G/2016/PA Tkl 

bisa menjadi pertimbangan dalam kasus ini dan menguatkan analisis calon penulis dalam 

menaganalisis wasiat tersebut dan menyatakan wasiat tersebut tidak sah di mata hukum. 

Menjadi perhatian khusus bagi calon penulis dalam menganalisis metode normative 

dalam kasus ini, seperti yang kita ketahui norma kebiasaan Masyarakat adalah tingkah laku 

Masyarakat dari turun temurun, namun dalam pemberian wasiat sudah diatur dalam undang 

undang kompilasi hukum islam Dimana bahwa jika memberikan wasiat harus tertulis dan 

dihadiri oleh saksi serta notaris atau lisan tetapi di hadiri oleh saksi serta notaris, di kuatkan 

lagi pada undang undang KUHPerdata pasal 932 bahwa “surat wasiat tersebut harus ditulis 

sendiri dan ditandatangani oleh pewaris sendiri (olografis ataupun wasiat rahasia). Surat 

wasiat yang demikian harus diserahkan kepada notaris yang kemudian berakibat memiliki 

kekuatan yang sama dengan surat wasiat yang dibuat dengan akta umum” dengan peraturan 

yang telah dibuat oleh agama dan negara ini sudah sangat jelas, bahwa kedudukannya untuk 

memberikan kepastian hukum kepada Masyarakat terhadap wasiat yang akan diberikan dan 

perlindungan hukum juga menjadi salah satu poin penting dalam pembentukan undang undang 

tersebut, karena untuk mencegah terjadinya konflik kita sangat perlu dasar hukum dan 

memberikan legalitas yang tepat atas suatu hal. 
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Dalam hal ini terjadi pertentangan norma antara norma kebiasaan Masyarakat dan 

norma hukum yang berlaku, dengan adanya pertentangan norma seperti ini maka Masyarakat 

masih mengesampingkan norma norma hukum yang berlaku sehingga terjadinya konflik norma 

dalam penerapan pemberian wasiat di Masyarakat desa posso. 

Konflik norma terjadi apabila dalam satu objek pengaturan terdapat dua norma yang 

saling bertentangan sehingga terhadap objek pengaturan tersebut dapat diterapkan salah satu 

norma saja dan mengakibatkan norma lainnya harus dikesampingkan. Berkaitan dengan ini, 

dikenal juga istilah tumpang tindih pengaturan, yaitu kondisi Dimana suatu pengaturan diatur 

dalam dua peraturan yang berbeda. Kondisi tumpang tindih ini pada dasarnya tidak terlalu 

terjadi masalah dalam penerapannya jika pengaturan tersebut tidak bertentangan suatu dengan 

lainnya. Namun demikian, pengaturan yang tumpang tindih sedapat mungkin harus di hindari. 

Dalam konflik norma yang terjadi dalam Masyarakat ini maka terjadi lah pertentangan 

asas lex specialis derogate legi generali (asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa 

hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum, asas lex specialis 

derogate legi generali merupakan istilah dalam Bahasa latin untuk mengartikan asas asas 

hukum yang mengandung arti bahwa aturan yang sifatnya khusus mengesampingkannya aturan 

yang bersifat umum. Masyarakat desa posso masih memegang teguh aturan turun temurun yang 

dilakukan oleh nenek moyang mereka, mereka masih mengesampingkan aturan yang bersifat 

umum dengan masih menerapkan aturan khusus yang dibuat oleh leluhur mereka. Hal ini 

menjadi timbulnya konflik norma dalam Masyarakat, menurut hans kelsen konflik norma 

terjadi apa yang diperintahkan dalam ketentuan suatu norma lainnya tidak kompitabel/tidak 

cocok sehingga melaksanakan satu norma tersebut akan mungkin menyebabkan pelanggaran 

terhadap norma lainnya. Dengan demikian konflik norma terjadi Ketika objek yang diatur 

saling bertentangan antara yang satu dengan yang lainnya, karena itu harus diterapkan salah 

satu saja, sehingga norma lainnya harus dikesampingkan. 

Masyarakat dengan kebiasaannya masih menerapkan norma hukum yang bersifat 

khusus yang telah dibuat oleh leluhur mereka sehingga mengesampingkan aturan yang bersifat 

umum yang dibuat dan ditulis pada undang undang kompilasi hukum islam dan kitab undang 

undang hukum perdata. 

Ada pun beberapa faktor yang menyebabkan Masyarakat tidak ingin mengurus wasiat 

mereka secara regulasi yang ada, yaitu Banyak Masyarakat mengatakan bahwa kepengurusan 

wasiat di notaris adalah hal yang ribet dan memakan biaya yang banyak, ada juga Masyarakat 

yang mengatakan bahwa cukup di ketahui sanak saudara saja kalau ada pembagian wasiat tanpa 

harus melalui hal hal yang membuat mereka bingung untuk mengurusnya yang terpenting 
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semuanya sepakat. di kantor notaris khairizal dermawan lahabu juga demikian masih jarang 

sekali pembuatan surat wasiat di notaris. Objek yang seperti kita lihat dilapangan ini adalah 

satu satunya pemicu konflik dalam Masyarakat karena tidak tahu-nya mereka perihal prosedur 

yang telah undaang undang tetapkan dan kurangnya pemahaman hukum yang lebih mendalam 

pada Masyarakat. Undang undang di bentuk untuk memberikan Masyarakat kekuatan hukum 

dan perlindungan hukum, lalu bagaimana jika Masyarakat itu sendiri tidak memahami tentang 

hukum? Ini yang akan menjadi pemicu utama terhadap konflik tentang harta karena kekuatan 

hukum yang dimiliki seorang yang diberikan wasiat tidak terpenuhi maka pembuktiannya jika 

terjadi sengketa menjadi cacat dan susah untuk mendapatkan Kembali haknya. 

Setelah calon penulis melaksanakan penelitian di desa tersebut dan mewawancarai 

beberapa Masyarakat, calon penulis menemukan bahwa kebanyakan Masyarakat tidak 

mengetahui tentang bagaimana bentuk surat wasiat dan mereka hanya mengetahui jika wasiat 

hanya dibuatkan oleh pihak desa tidak sampai mengurus ke kantor notaris. Bahkan setelah di 

wawancarai mereka mengatakan bahwa surat wasiat hanya untuk orang orang tertentu dan 

mereka tidak mengetahui wasiat melalui jalur hukum hanya dari musyawarah keluarga saja. 

Dalam KUH-Perdata sistematika pembuktian memiliki perbedaan dengan penentuan 

bukti bukti daripada perkara pidana, KUH-perdata memiliki alat bukti yang utama dalam 

perkara perdata karena perbuatan perdata sengaja dilakukan dan untuk menguatkan perbuatan 

tersebut, perlu adanya bukti yang jelas dan pasti. Sehingga alat bukti paling mudah untuk 

membuktikan terjadinya perbuatan perdata dalam bentuk tulisan. 

Notaris khairizal dermawan lahabu menjelaskan bahwa pembuktian pada perkara 

perdata tanpa pembuktian surat adalah pembuktian yang tidak absah, karena jika hanya 

mengandalkan saksi sebagai bukti satu satunya, bisa saja seorang saksi menjadi lupa ingatan 

atau terganggu mentalnya di kemudian hari dan bisa jadi juga dikemudian hari saksi tersebut 

meninggal dunia. 

Dalam penelitian kali ini calon penulis menggunakan teori efektivitas hukum untuk 

menganalisis dan menemukan suatu permasalahan Dimana hukum masih belum berjalan secara 

optimal di Masyarakat, menurut hans kelsen jika berbicara tentang efektivitas hukum, 

dibicarakan pula tentang validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma norma hukum 

itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma norma 

hukum, bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma norma hukum. Efektivitas 

hukum berarti bahwa orang benar benar berbuat sesuai dengan norma norma hukum 

sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma norma itu benar benar menerapkan dan 

dipatuhi. 
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Kompilasi hukum islam terbentuk sejak tahun 1991 bertujuan untuk memberikan 

kepastian hukum terhadap Masyarakat begitu pula KUHPerdata yang sudah berlaku di 

Indonesia sejak tahun 1848, jika berbicara terkait efektivitas hukum dengan mengacu pada 

yang terjadi dilapangan maka bisa dikatakan bahwa hukum belum efektif diterapkan di Tengah 

Tengah Masyarakat dengan melihat masih banyak Masyarakat yang belum mengetahui tentang 

peraturan hukum mengenai wasiat dan undang undang yang dibuat oleh negara tentang wasiat 

masih belum diterapkan secara sempurna dilapangan.  

Namun dalam membuktikan argument ini kita perlu beberapa pengujian terhadap teori, 

karena jika berbicara tentang hukum, hukum selalu berkembang dari masa ke masa. hukum 

selalu berubah ubah tergantung perilaku Masyarakat itu sendiri. Efektivitas hukum menurut 

allot adalah bagaimana hukum dapat merealisasikan tujuannya atau dengan kata lain 

bagaimana hukum dapat memenuhi tujuannya. Namun untuk menilai atau mengukur 

efektivitas hukum sulit untuk dilakukan, allot mengatakan bahwa ada Masyarakat yang 

memiliki hukum namun tidak mengaturnya dalam peraturan perundang undangan tertulis atau 

hanya diatur Sebagian karena sudah diatur dalam hukum adat. Kondisi tersebut akan sulit 

diukur keefektivannya karena tujuannya tidak secara tegas dinyatakan. 

Namun dalam menguji keefektivitas hukum di Masyarakat menurut allot Ketika undang 

undang menjadi penyelesaian dari sengketa (curative) yang timbul antara subyek hukumnya, 

apakah undang undang berhasil memberikan penyelesaian yang adil. 

Dalam hal ini pernyataan yang di uraikan di atas bisa kita lihat bahwa Masyarakat di 

desa posso masih menerapkan peraturan yang dibuat secara turun temurun dan masih 

melaksanakan prosedur pemberian wasiat sesuai apa yang telah diajarkan oleh leluhur mereka 

dan jika kita melihat Kembali yang terjadi dilapangan dengan diterapkannya aturan turun 

temurun tersebut bisa menimbulkan konflik sengketa antar keluarga dalam Masyarakat, namun 

jika dibandingkan dengan peraturan yang telah negara buat tentang wasiat sesuai dengan 

prosedur hukum maka akan sangat minim konflik yang akan terjadi, karena undang undang 

telah membuat prosedur pembuatan wasiat secara teliti dan bersifat adil. Jadi untuk terjadinya 

sengketa dalam keluarga dengan mengikuti peraturan perundang undangan akan sangat minim 

terjadi. 

Efektivitas hukum di desa posso tersebut masih belum efektiv jika kita melihat 

dilapangan bahwa Masyarakat masih menerapkan peraturan leluhur mereka menganai wasiat 

dan akan mejadi efektiv jika di desa tersebut mengganti atau merevisi pengetahuan mereka 

tentang pemberian wasiat sesuai prosedur menurut undang undang.  
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Untuk saat ini kedudukan hukum pemberian wasiat di desa posso masih cacat 

hukumnya jika kita melihat apa yang terjadi dilapangan dengan apa yang undang undang 

jelaskan beserta teori yang telah penulis jabarkan diatas. Bisa kita katakan bahwa wasiat 

tersebut belum sesuai prosedur menurut undang undang kompilasi hukum islam dan KUH 

Perdata.  

 

Gambar 1 Dokumentasi wawancara bersama pemerintah desa bapak surono 
nusu 

 

Bagaimana implikasi hukum terhadap Masyarakat dari wasiat yang belum sesuai 
prosedur ditinjau dari pasal 195 ayat (1) kompilasi hukum islam 

Pada praktiknya surat wasiat dituangkan dalam bentuk akta otentik oleh notaris sehingga 

memiliki kekuatan hukum yang sah dengan bukti yang kuat. Surat wasiat yang dibuat di 

hadapan notaris dapat dibatalkan. Dengan adanya pertentangan hukum atau ketidak pahaman 

hukum yang terjadi di desa posso maka implikasi hukum terhadap masyarakat yaitu: 

1. Minimnya ketetapan hukum yang ada di masyarakat 

Kasus tentang pemberian wasiat yang belum sesuai prosedur yang diberikan kepada 

bapak suri salapu dengan cara lisan dan tidak memiliki saksi, sesuai dengan hasl 

wawancara hal tersebut terjadi karena beliau diberikan amanah oleh ayah-nya untuk 

mengurus tanah tersebut karena telah merawat dan membantu ayah-nya selama masih 

hidup di samping saudara lainnya sibuk dengan urusan masing masing. Hal ini kembali 

mengerucut pada pengetahuan masyarakat tentang hukum yang ada Dengan ketidaktahuan 

masyarakat tentang posedural yang sah secara hukum dalam pemberian wasiat akan sangat 

minim masyarakat mendapatkan ketetapan hukum yang pasti. Akibat lemahnya kesadaran 

hukum ditengah masyarakat kehidupan masyarakat akan menjadi resah dan tidak tentram. 

Oleh karena itu, kita hendaknya mengembangkan sikap sadar terhadap hukum.  
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Dengan lemahnya kesadaran hukum menjadi pertimbangan khusus bagi pelaku 

penegakan hukum di Indonesia, adapun cara untuk meningkatkan kesadaran hukum yaitu 

dapat berupa tindakan, dan pendidikan. Tindakan berarti dengan memperberat ancaman 

hukuman atau dengan lebih mengetatkan pengawasan ketaatan warga negara terhadap 

undang undang sehingga diupayakan semua masyarakat patuh. 

 

Gambar 2 Dokumentasi wawancara masyarakat selaku penerima wasiat 
sebidang tanah bapak suri salapu 

 
2. Konflik keluarga  

Pemberian wasiat yang belum sesuai prosedur akan menjadi ancaman bagi sebagian 

masyarakat yang merasakan ketidak adilan bagi pemberian wasiat dengan prosedur yang 

belum sah seperti itu, setelah melihat yang terjadi dilapangan banyak konflik antar 

keluarga setelah terjadinya pemberian wasiat, ada yang merasa tidak adil dan merasa 

bahwa hak hak-nya dirampas oleh seseorang. Pada pemberian wasiat yang belum sesuai 

prosedur di desa posso menjadi timbulnya konflik keluarga, sesuai dengan pernyataan dari 

masyarakat wardah tama yang menerima wasiat kelapa untuk di bagi bagikan sama rata 

namun ternyata tidak dilaksanakan secara apa yang di sepakati dalam wasiat. Wasiat yang 

diberikan tersebut adalah wasiat lisan yang di saksikan ahli waris lain namun tidak dihadiri 

saksi. Beliau mengatakan bahwa wasiat tersebut lebih berhak diberikan kepada anak yang 

mengurus perkebunan kelapa itu bukan di berikan kepada anak yang berada diluar 

kabupaten dan tidak mengurus perkebunan kelapa tersebut. Banyak tali silaturahmi antar 

saudara sudah tidak terjalin dengan sangat kuat. Maka calon penulis melihat implikasi 

yang paling berat terjadi di masyarakat adalah konflik keluarga yang mereka dapati. 
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Gambar 3 Dokumentasi wawancara masyarkat ibu sri dewi lasindrang selaku 
masyarakat yang masih belum paham tentang wasiat 

 
3. Sangat memungkinkan untuk dapat digugat keabsahan wasiat 

Sesuai dengan hasil wawancara di beberapa masyarakat yang mengatakan bahwa 

mereka masih belum tahu bahkan tidak tahu bentuk wasiat itu seperti apa, hanya 

mengatakan bahwa wasiat hanya dilakukan oleh orang orang yang memiliki banyak harta 

serta untuk pemberian wasiat sendiri di serahkan langsung kepada orang tua yang akan 

memberikan wasiat “tawu mo’ulolo” Dilihat dari segi keabsahan wasiat yang dilakukan 

oleh masyarakat desa posso sesuai dengan peraturan perundang undangan wasiat tersebut 

dinyatakan tidak sah karena mengalami penyimpangan dengan hukum nasional, ditambah 

lagi para ahli waris memiliki perlindungan hukum pada pasal 874 KUH-Perdata, karena di 

dalam masyarakat tersebut tidak mengetahui hukum seperti apa jadi mereka tidak tahu 

juga bagaimana cara menggugat hal hal yang seperti ini, ini akan menjadi perhatian yang 

khusus lagi, ditinjau dari bunyi pancasila yang kelima “keadilan sosial bagi seluruh rakyat 

Indonesia” maka keadilan antar sesame di dalam masyarakat masih kosong atau perlu diisi 

dengan beberapa peraturan dan pengetahuan 

 

Gambar 4 Dokumentasi wawancara kepala dusun irigasi desa posso Adrian 
akase 
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Praktek pembuatan wasiat yang sesuai prosedur yang ada dan sah di mata 

hukum, yaitu: 

1. Pertimbangkan keinginan dan aset anda 

- Tentukan dengan jelas bagaimana anda ingin harta anda didistribusikan 

- Tentukan siapa yang akan menerima warisan dan bagaimana pembagian akan 

dilakukan 

2. Konsultasikan dengan ahli hukum atau notaris 

- Minta bantuan dari ahli hukum atau notaris untuk Menyusun surat wasiat sesuai 

dengan hukum waris yang berlaku. 

- Pastikan surat wasiat dibuat dan disaksikan sesuai dengan persyaratan hukum 

setempat 

3. Tulis surat wasiat dengan jelas 

- Tuliskan wasiat dengan Bahasa yang jelas dan tegas 

- Sertakan informasi lengkap tentang diri anda, harta yang akan didistribusikan, serta 

detail penerima warisan. 

4. Saksi dan tanda tangan 

- Surat wasiat harus disaksikan oleh dua atau lebih saksi yang tidak termasuk sebagai 

penerima warisan. 

- Tandatangani surat wasiat di hadapan saksi untuk memastikan keabsahan dokumen. 

5. Dititipkan surat wasiat tersebut ke pejabat notaris 

- Notaris akan mendaftarkan wasiat tersebut ke daftar pusat wasiat secara online 

melalui website yang pemerintah sediakan 

- Notaris mendaftarkan wasiat ke balai harta peninggalan. 

Prosedur yang telah di jelaskan di atas adalah prosedur yang jelas dan memiliki kekuatan 

hukum yang kuat terhadap wasiat yang akan dibuat, dengan terjadinya prosedur seperti itu di 

Tengah Tengah Masyarakat dan Masyarakat mengetahui jelas peraturan hukum yang ada maka 

pembuktian keabsahan wasiat tersebut akan sah di mata hukum jika ada yang menggugat 

keabsahan wasiat tersebut di pengadilan. 

Dengan adanya implikasi hukum yang terjadi di masyarakat ini kita perlu untuk lebih 

memberikan pemahaman hukum dan kepastian hukum yang sesuai dengan peraturan 

perundang undangan. Melihat kembali kebutuhan hukum yang masyarakat butuhkan perlu 
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untuk memberi pemahaman bahwa hal hal yang diluar peraturan perundang undangan akan 

menjadi akibat yang fatal bagi masyarakat tertentu. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Di desa posso dalam penerapan hukum dalam pemberian wasiat masih belum 

memiliki kedudukan hukum yang kuat karena masih banyak Masyarakat yang belum 

mengetahui persis prosedur tersebut dan sampai sekarang jika Masyarakat masih menerapkan 

hal hal yang di luar prosedur hukum maka tidak menutup kemungkinan Masyarakat di desa 

posso akan mendapatkan implikasi hukum terhadap apa yang mereka terapkan. 

kedudukan hukum terhadap surat wasiat akan sangat terjaga ketetapan hukumnya jika 

Masyarakat mampu menerapkan prosedur hukum yang undang undang telah tetapkan karena 

segala sesuatu yang kita lakukan pasti akan berhubungan langsung dengan hukum, seperti yang 

kita ketahui sebagai warga negara Indonesia kita adalah negara hukum yang memegang teguh 

keadilan atas hak asasi manusia, dalam penerapannya undang undang dibuat memang untuk 

memberikan kepastian hukum kepada Masyarakat hanya tinggal dikembalikan kepada 

Masyarakat itu sendiri mampu untuk menerapkannya atau tidak, karena jika dilihat dari ssudut 

pandang hukum perdata segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia namun tidak sesuai 

dengan hukum yang ada maka perbuatan tersebut bisa batal demi hukum. 

Hal yang menjadi satu masalah ditengah Masyarakat jika Masyarakat tidak 

menerapkan hukum yang ada, Masyarakat akan mendapatkan implikasi atau akibat terhadap 

hukum itu sendiri, negara sudah mengatur dan membuat undang undang dengan melihat apa 

yang Masyarakat butuhkan di kehidupan sehari hari sehingga dalam melakukan suatu hal harus 

sesuai dengan hukum yang ada supaya hidup berjalan dengan damai dan tentram. 

Saran 

setelah melakukan penelitian di desa tersebut calon penulis menemukan banyak faktor 

yang ada maka dari itu calon penulis menyarankan untuk beberapa Lembaga hukum turun 

langsung untuk melakukan sosialisasi hukum terhadap Masyarakat desa posso atau paling 

minimal mengajarkan sedikit bagaimana prosedur hukum dalam pembuatan surat wasiat yang 

sah, calon penulis dalam melakukan penelitian tersebut juga sedikit memberikan pengertian 

dan penjelasan tentang surat wasiat yang sah seperti apa. Namun kita perlu beberapa ahli 

hukum dalam kasus ini agar di desa posso tidak akan ada lagi penyimpangan hukum-nya 
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